BAB 1V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Pendaftaran Hak Tanggungan sebagai Syarat Lahirnya Hak Tanggungan Pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Kampar mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan
Tanah. Bahwa Pemberian Hak T.anggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan
Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak
Tanggungan. Kewajiban PPAT untuk melakukan pendaftaran Akta Pemberian Hak
Tanggungan selambat-lambatnya. 7 hari setelah ditandatangani sebagai tersebut di atas
belum berjalan dengan sebagaimana mestinya. Banyak APHT yang didaftarkan ke BPN
melebihi jangka waktu tersebut, bahkan ada yang lebih dari 1 (satu) tahun akta baru
didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar. Pendaftaran hak tanggungan
dilakukan oleh kepala kantor pertanahan atas dasar data yang ada didalam Akta
Pemberian Hak Tanggungan (APHT) serta Kelengkapan berkas lain yang diterimanya dari
APHT, dengan dibuatnya:buku tanah tersebut hak tanggungan yang bersangkutan baru
lahir dan kreditur menjadi pemegang hak tanggungan. Pendaftaran Hak Tanggungan
merupakan suatu Kegiatan Pendaftaran Tanah berupa pemeliharaan data pendaftaran
tanah untuk menyesuaikan yuridis dalam buku tanah dan sertifikat yaitu adanya
pembebanan Hak Tanggungan atas tanah, sekaligus Pelaksanaan asas Mutakhir dalam

pendaftaran untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.



2. Proses Pencoretan (Roya) untuk hapusnya Hak Tanggungan sebagai Pemeliharaan Data
Pendaftaran Tanah mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan.
Pelaksanaan Roya Hak Tanggungan termasuk dalam pemeliharaan data pendaftaran tanah.
Standar pelayanan penghapusan Hak Tanggungan pada Kantor Pertanahan adalah 5 hari
kerja. Hapusnya Hak Tanggungan harus diikuti dengan pencoretan hapusnya Hak
Tanggungan dari Buku Tanah hak atas tanah yang dibebani dengan Hak Tanggungan,
untuk kepentingan pencoretan Hak Tanggungan, diperlukan = adanya bukti berupa
pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh Kreditur pemegang Hak Tanggungan, bahwa
utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan tersebut sudah dilunasi oleh pihak Debitur
atau telah hapus demi hukum, dengan demikian Hak Tanggungan tersebut dapat dicoret
untuk pendaftaran pencoretannya pada Kantor Pertanahan yang bersangkutan. Setelah di
Roya, sertipikat hak atas tanah dikembalikan pada Debitur, sedangkan sertipikat Hak
Tanggungan ditarik oleh Kantor Pertanahan dan dinyatakan tidak berlaku lagi, demikian
juga buku tanah Hak Tanggungan dinyatakan tidak berlaku lagi.

3. Keterlambatan Roya Hak Tanggungan tidak menimbulkan akibat hukum dalam proses
penghapusan  hak — Tanggungan. Namun ~ dalam pelaksanaannya, keterlambatan
penyelesaian Roya Hak Tanggungan akan mempengaruhi Nilai Kinerja Kantor
Pertanahan. Kepala Kantor Pertanahan dapat menegur bawahan akibat terjadinya kelalaian
dalam proses penyelesaian. Keterlambatan proses penyelesaian tersebut seringkali tidak
diperhatikan, sehingga tidak ada sanksi tegas yang diberikan kepada pihak yang

melalaikan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini mengakibatkan ketertiban dan



kedisiplinan dalam proses pelayanan pertanahan pada kantor Pertanahan Kabupaten
Kampar sangat minim.
B. Saran

1. PPAT wajib mendaftarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya 7 hari
setelah ditandatangani ke Kantor Pertanahan.

2. Demi kepastian hukum, apabila utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan sudah
dilunasi oleh pihak Debitur harus segera dilakukan pencoretan (roya) Hak Tangggungan
ke Kantor Pertanahan.

3. Setiap Kantor Pertanahan dapat melaksanakan pelayanan pertanahan sesuai dengan
Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan.

4. Perlunya Penyempurnaan terhadap peraturan terkait dengan pelaksanaan pendaftaran Hak
Tanggungan dan Penghapusan ; Hak Tanggungan terhadap perkembangan Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi.



